Senmmbang,

Mengingal

PERATURAN DAERAIT KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 a

MUTSE BANY UASIN

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPT JALAN UNUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATA ESA

BUPATI KEPALA DATRAH TINGEKAT T MUST BANYEASIN

da.

6,

bahwa dengan ditetapkannya Kepotusan imentert Daam Negerl Nomor
119 Tahon 1993 tentang Ruang Lingkup dan jenis-enis refoibust Dacrah
Tingkat T dan Dacrah Tingkat 1L maka Retribusi Parkic 1% Tepi Jalan
Umum adalah Retribust Dacrah Tingkat 11

. bahwa untuk memungul retribust schagammana dimaksud pada hurvaf a

perlu diatur dengan Peraturan Dacral,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 11 dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lombaran INegara
Republik [ndonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1812 %

Undang-Undang Nomor 5 Tahunl974  entang Pokok-Pokok
Pemerintahan 11 Dacraly { Lembaran Negara Republik Indoncesia Tahuon
1974 Nomor 38, Tambahan [embaran Negara Republik Indovesia
Nomor 3039 ),

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1980 tentang, Jalan { Tembaran
Negara  Republik {ndonesia Tabun 1983 Nomore 190 Tambahan
fembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3186 3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 fentang  Tlukumy Acars Pidana
{ Tembaran  Negara Republik Indonesia Tahuo 1981 Nomor 76,
Tambshan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomaor 3209 ):

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ( Lembasan Negara Repubtik Indonesia Tabun 1992
Nomor 36, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonest  Nomor
3478,

Undang-Undang, Nomor 18 Tahan 1997 lentang Pajak Daerah dan
Retribust Dacrah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1997
Nomor 41, Tambohan Lombaran Negara Republik Indonesia Notmor
36RS ),
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(g

Peraturan Petmerinfah  Nomor 27 ‘Tahun 1983 tenlang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomwor 8 Tahun 1981 tentang  Hukwm - Acapa
Pidana { Tembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258 ),

Poraturan Pomerintah - Nomor 22 'Talun 1990 tentang Penyerahan
sebagiaan Urusan DPemerintaban  dalam  Bidang  Lalu Lintas  dan
Angkutan Jatan kepada Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat 1
( T.embaran  Negara Republik Indonessa Tabun 1990 Nomor
26, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor
3410 ),

Peraturan Pemermfah Nomor 20 Tahun 1997  (entang  Retribusi
Daerali ( Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun 1997
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3692 );

Peraturan Menter: Dalam Negeri Noror 4 Tabun 1997 (entang Penyidik
Pegawai Negenri Sipil di lingkungan Pemerintah Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang
Pedoman Pengelolaan Perparkiran di 13acraly;

Keputusan Menteri  Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993
tentang  Fasilitas Pendnkung  Kegiatan  Falu Lintas dan Ar gkutan
Jalan,

Keputusan Mentert Perhobungan Nomor KM 66 Tabun 1993 tentang
JFasilitas Parkic untuk Ulmuany

Keputusan  Menterd  Dalam  Negeri Nomor 84 Tashun 1993
tentang  Bentuk  Peratoran Taerah dan Peraturan Daerah
Perubahan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1993 tentang
Prosedur Pengesahan  Peraturan Daeraly {entang Pajak Dacrah dan
Retribusi Dacrah;

Keputusan Menteri Dalamy Negen Nomor 174 Tahun 1997 lentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retrtbust Dacraly

Keputusan  Monteri Dalam Neged  Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Datam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Dacrah  Tingkat T dan
Tingkat II; :



Dengan Persetufuan Dewan  Perwakifan Rakyal  Daerah Kabupaten Daerah Thaghet 1

Musl Banyuasin

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI
BANYUASIN TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM.

BAR 1
KETENTUAN UMUM

I*asal 1

Dalam Peraturan Daerah int yang dimaksud dengan

d.

Dacrah adalah Dacrab Tingkat T Musi Banvuasin,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I Musi
Banyuasin.

Bupati Kepala Dacrah adalah Hupati Kepala Dacrah Tingkat I Musi
Banvuasin.

Pejabat adalah pegawal  yang  dibert  tugas  tertentu  dibidang
reltribusi Dacrah sesuai depgan poraturan perundang-undangan yang
berfaku;

Badan adalah suatu bentuk badan usaba yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perscroan lainnya, badan usaha milik negara atau
dacrah dengan nama atau bentuk apapun, persckuluan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atan organisasi vang scienis. lembaga,
dana pensiun, benfuk usaha tetap seria bentuk badan usaha fainnya;

Kendaraan bermotor  adalah kendaraan yang  digerakkan  oleh
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu lermasuk kendaraan
gandengan dan kercta lempelan vang diranpkaikan dengan kendaraan
bermotor,

Parkir adalah keadaan tidak berperak suatu hendaraan bermotor vang,
bersifal scmentara;

Tempat parkir adalab tempat vang berada di tepi jalan umun tertentu dan
tolah ditetapkan oleh kepala Dacrah sehagai tempat parkir kendaraan
hermotor,

Retribust Jasa Umum adalah retnbusr alas jasa yang, disediakan atau
diberikan  oich  Pomerintab Dacrah untuk tujuan kepentingan dan
Kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;



- -

j. Retribusi Pagkir Ditepi Jalan Umum vang selanjutnya dapat disébut
retribusi adalalt pembayaran atas penggunaan tempat patkic di tepi jalan
wmum vang ditetapkan oleh Kepala Daeral,

K. Wajib retribusi adalah ovang pribadi atau badan vasg menuru peraturan
perudang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi feithasuk pemungut atau pemotong Retribusi;

I, Surat Pendaflaran Objek Retribusi Daerali vang selanjutnva  dapat
disingkat SPAORID, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi
untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar
penghittungan  dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan reiribusi Dacral;

m. Surat Keletapan Retiibusi Daerah yang sclanjutnya dapat  disingkat
SKRD, adalah Surat Keputusan yang mencntukan besarnyva  jumlah
retribusi yang terutang;

n. Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan,
dan  mengelola data dan atau  keterangan lainnya dalam  rangka
pengawasan  Kepatuhan  pemenuhan  kewajiban Retnibusi Daerah
berdasarkan peraivran perundang-undangan Retribust Dacrah:

o. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Dacrah adalah serangkaian
tindakan vang dilakukan oleh Penyidik  Pegawwai Negeri Sipit - vang
selenjuinya dapat discbut Penvidik unfuk mencart serta mengampulan
bukii  vang dergan bukti ity membuat terang lindak pidana di bidang
retribusi Daerah yang lerjadi serfa menemukan tersangkanya,

HAR I
NANMA, OBIEK DAN SUBIEK RITTRIBUS]
Pasal 2

Dengan pama Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi

sebagat pembayaran atas pelavanan penvediaan tempat parkir di tepi jatan

umum.
Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah pelayanan penvedioan ‘eropal parkir di fepi jalan
umum

(2) Tempal Parkir di Tepi Falan Umom sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difetapkan oleh Kepala Daerah,
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau baclan yang, menggunakan 1empat
narkir i tepd alan .



BAB HE
GOLONGAN RETRIBUSI

Pagal 5
Rembust Parkir di Tept Jalan Umum digolongkan schapai Retribusi Jasa
Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekavensi penggunaan fempat
parkir.

DALY

PRINSIP IDAN SASARAN DALAN PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNY A T ARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penclapan struktur dan hesarnya tanif refribusi
didasarkan atas (ujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan
jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap
memperhatikan  baya  penyelenggataan  pelayanan,  kennampuan
masyarakat dan aspek keadilan,

(2} Biaya sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) meliputi biaya pengadaan
marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemelibaraan,
administrasi  dan  biaya transportasi dalam  rangka pengawasan  dan
pengendalian,

BAB VI :
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIY
Pagal 8

(1) Strukiur favil - digelongkan berdasarkan npkat kepadatan parkir i tepi
Jatam umum.

(2) Tingkat kepadatan  sebugaimana  dimaksud  pada  avat (1) diukur
berdasarkan jumlah ratasrata kendaraan yang parkiv dibandingkan dengan
kapasitas lempat pavkiv di tepi jalan wmum,
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(3) Struktur dan besarnya tacil ditctapkan sebagai beriku ; ’
| Tingkat | - | S
Kepadatan | Jenis Kendaraan Bermotor ! Tarit: 7
Rendaly Sedan, Ieep, Mini Bus, Pickup  Rp.300.- sekali parkir |
: doan sejonisnya |
|
L, . .
- Bus, Truk dan Alat Berat PRp.30H),- sekali parldr
latnnya .
- Sepeda Molor i Rp.200,~ sckali packir
Sedang, -~ Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup | Rp.300,- sekali parkir
| dan Sgjemsnya
-Bus, Trouk dan Alal Berai ‘ Rp.400,- sckali parkir
lamnya !
Sepeda Motor - Rp. 200~ sekali parkir
] .
Tinggs Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup * Rp.400,- sckali parkir
dan Sejenisnya !
“Bus, Fruk dan Alat 3erat Rp.500,- sckali parkir
lainnya
; i :
r - . :
| - Sepeda Motor | Rp.300- sekali parkir

BAB VI
WILAY A PEMUNGUTAN

Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut i wilayah Dacralh tempal pelayanan parkir
diberikan.

AR VI

SAAT RETRIBUSTEERUT AN
Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saal ditetapkan SKRD atau dokumen fain
vang dipersamakan,



BAB X 4
SURAT PENDAITTARAN
Pasal 11

(1) Wajib Retribusi diwaiibkan mengist SPAORID -

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan dengkap serta ditanda angani oleh Wajib Retribusi atau
kuasanya;

{3) Bentuk, isi scria tala cara pengisian  dan penvampaian  SPdORD
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan olch Kepala Dacral,

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

(1) Berdasarkan  SIPORID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1
ditetapkan Retribusi lerutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan;

(2) Bentuk, isi, dan talacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana  dimaksud pada avat (1) ditetapkan oleh
Kepala Dacrah,

I3AD XN
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

(1) Pemunguian retribusi tidak dapat diboronpkan:

(2) Retribust dipunput dengan menggunakan SKED afan dekumen lam vang,
dipersamakan.

AR XH
TATA CARA PEMBAY ARAN
Pasat 14
(1Y Pembayaran refribusi vang leeulang harus dilunast sekaligus dimuka;

) B vata pombavian penvetonan, empat pembavaran retnbuas datu
dengan Keputusan Kepala Dacrah,



BA XIIH

PENGURANGAN KERINGANAN DDAN
PEMBLEDBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Kepala  Dacraly  dapat  memberikan  pengurangan,  keringanan  dan
pembebasan refribusi,

() Pengurangan,  keringanan  dan pembebasan retribusi - schagannana
dimaksud pada avar (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan
Wagb Retribusi;

(3) Tala cara penguranpgan. keringanan dan pembebasan retribust ditetapkan
oleh Kepala Daciah

BAB XTIV
KETENTUAN PIDANA

!’.l_\.l] I {1

(1y Wanib  retribusi vang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  sehingga
crugikan keuangan Dacral diancam prdana kurunpan paling fama 6
(enam) bulan atau denda paling banyvak 4 (cmpat) kali jumlah retribust
terutang,;

(2) Tindak pidana schagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal int adalah
petanggaran.

BAR XV
PLENYIDIK AN
Pasal 17

(1) Pejabal Pegawat Negert Sipit tertentu di finpkungan Pemerintah Dacrah
dibert wewenang khusus sehagal Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dilsdang retribusi Daerahy,

(2) Wewenang  Denyuhk  Pegawar  Negert  Sipil di bidang Retribusi
schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

a. mencrima. mencart, mengutbpulkan dan moncliti keterangan  atau
taporan yang Dborkenaan dengan tindak pidana di budang retribusi
Dacrah agar kelerangan atau faporan fersebut menjadi Tengkap dan
jelas; N

b, mencht, mencari dan mengumpuikan keterangan mengenal orang
pribadt atau badan tentang  kebenaran perbuatan yvang  dijakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi Dacrahs
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c. memitla keterangan  dan bahan bukt dari orang pribadi  ataun
badan schubungan dengan  lindak pidana  di bidang retribusi
Daerah:

d. memertksa buku-buka, calatan-calatan  dan  dokumen~-dokumen
lain yang berkenaan dengan tindak  pidana i bidang  rotribusi
Dacrab.

«

mclakukan  penggeledahan  untuk  mendapatkan bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukii tersebut;

[ meminta bantvan  tenaga  abli dalam  rangka pelaksanaan  tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah:

g menyurul berhienti atau mclarang seseorang neningpatkan ruangan
atau tetmpai pada saat peweriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atak dokumen yang <ibawa schagaiman.. dimaksud
pada hurul ¢;

b memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
Daerah;

. memanggil sescorang unfuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

J. - menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di hidang retribusi Daerah menurut Hukum vang dapat
diperfanggung jawabkan.

(3) Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)  memberitahukan
dimolainya  penyvidikan  dan menyampaikan  hasit  penyidikan
kepada Penuntid  Thinam,  sesuar  dengan kefentuan vang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 entang, lukam  Acara
Pidana

BAIR XV
RETENTUAN PENUATUP
Masal 1K
Hal-hal vang belum  cukup  diatur dadam Peraturan - .I')acrah ini
sepanjang  mengenal  persvaratan  tala cara dan petunjuk teknis  serta

peiaksanaan tentang Retribusi Packie di fepi jalan mmum akan diatur lebih
langut olch Kepala Daeralr,



Pasal 19 e

Agar setiap orang, dopal mengetahuinyg mremerintabilan pengundangan
Peraturan Dacrah un denean penenpitanya dalam Tembaran Daerah
Kabupaten Dacral Vingkat 1T N sg Banvnasin

Ditctaphaon dr - Sehayvu
Pada tangaal 3t AMargr 1999
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